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ABSTRACT 
This research is a juridical analysis of legal protection against child victims of pedophilia 

crime (study in the jurisdiction of the Deli Serdang Police). This study aims to find out how 

the modus operandi of perpetrators of criminal acts of child pedophilia in the jurisdiction of 

the Deli Serdang Police; how to overcome the crime of child pedophilia in the jurisdiction of 

the Deli Serdang Police. The type of research used is normative juridical and empirical 

juridical research that uses primary and secondary data and qualitative descriptive data 

analysis. The results showed that the modus operandi of the crime of pedophilia against 

children in the Deli Serdang Police jurisdiction used by the perpetrators in general was to 

use coercion accompanied by threats of violence, to lure the victim to something or gifts or 

promises, then through persuasion or trickery. trick; and efforts to overcome criminal acts of 

pedophilia against children in the jurisdiction of the Deli Serdang Police are carried out with 

preventive and repressive actions by law enforcement officers in the form of imposing or 

applying criminal sanctions to perpetrators of child pedophilia crimes committed by the 

police, prosecutors, courts and correctional institutions. . Countermeasures are also carried 

out by the government in providing legal counseling and efforts made by the community by 

increasing friendship to close the space for perpetrators of pedophilia crimes. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini adalah Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak 

Pidana Pedofilia (Studi Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang). Studi ini bertujuan untuk 

mencari bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana pedofilia anak di wilayah hukum 

Polres Deli Serdang; bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia anak di 

wilayah hukum Polres Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan sekunder dan 

analisis data secara deskriftif kualitatif. Hasil penelitian terlihat bahwa modus operandi tindak 

pidana pedofilia terhadap anak di wilayah hukum Polres Deli Serdang yang digunakan oleh 

pelaku secara umum yaitu melakukan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan, 

mengiming-imingi korban akan sesuatu atau hadiah atau janji-janji, kemudian melalui bujuk 

rayu ataupun tipu muslihat; dan upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia terhadap anak 

di wilayah hukum Polres Deli Serdang dilakukan dengan tindakan preventif dan tindakan 

represif oleh para aparat penegak hukum berupa penjatuhan atau penerapan sanksi pidana 

kepada pelaku tindak pidana pedofilia anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Upaya penanggulangan dilakukan juga oleh 
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pemerintah dalam memberikan penyuluhan hukum dan upaya yang dilakukan oleh 

masyarakat dengan meningkatkan silaturahmi untuk menutup ruang gerak Pelaku tindak 

pidana pedofilia.  

Kata Kunci : Perlindungan  Hukum, Anak Korban, Tindak Pidana, Pedofilia 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam Undang- Undang Dasar 

Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 

diklaim kalau tujuan dari peperangan 

bangsa Indonesia merupakan buat 

menggapai warga yang seimbang serta 

mampu, ialah terdapatnya keselamatan 

sosial yang menyeluruh serta global untuk 

semua orang Indonesia dimana tiap 

masyarakat negeri dapat hidup pantas, 

leluasa dari aniaya, kekurangan serta 

leluasa dalam seluruh perihal buat 

mengangkut keselamatan orang perorang, 

keluarga, kalangan serta warga. Buat itu 

butuh diusahakan supaya angkatan baru 

mempunyai pola sikap yang cocok dengan 

norma- norma yang resmi dalam warga. 

Untuk menggapai arti itu 

dibutuhkan usaha- usaha pembinaan, 

perawatan serta kenaikan keselamatan dan 

proteksi anak. Pembicaraan sekeliling anak 

nyaris senantiasa diwarnai dengan opini 

mengasyikkan, bagus, lucu serta penuh 

kesucian semacam seperti bumi anakanak. 

Tetapi, apakah opini yang terbayangkan 

dikala berdialog mengenai anak itu hendak 

senantiasa bertahan dikala situasi sosial, 

politik serta ekonomi negeri hadapi darurat 

serta penyusutan mutu. 

Terdapatnya akibat ekonomi serta 

sosial yang menyerang indonesia berakibat 

pada kenaikan rasio serta kerumitan yang 

dialami anak Indonesia. Perihal ini 

diisyarati dengan kian banyaknya anak 

hadapi perlakuan salah, pemanfaatan, 

perbuatan kekerasan, perdagangan anak 

serta lain- lain. Salah satu permasalahan 

anak yang gempar dikala ini merupakan 

permasalahan pedofilia. 

Permasalahan pedofilia yang 

sempat terjalin serta terbongkar di 

Indonesia merupakan permasalahan mantan 

duta Australia William Stuart Brown, atas 

permasalahan kesalahan intim kepada 2 

anak di Karangasem Bali, yang ditatap oleh 

sebagian pihak selaku tahap maju untuk 

penguatan hukum proteksi anak di 

Indonesia. Brown William Stuart mantan 

duta Australia didiagnosa 13( tiga belas) 

tahun bui oleh Majelis hukum Negara 

Amlapura pada tahun 2004. Pedofilia 

ataupun pelecehan intim kepada anak yang 

terjalin dikala ini, pelakunya bukan cuma 

masyarakat Indonesia, namun pula 

masyarakat asing. Perihal ini bertambah 

membawa alamat kalau Indonesia 

merupakan kayangan untuk para pedofili. 

Kasus- kasus semacam ini pasti 

melumangkan julukan bangsa Indonesia 

selaku bangsa yang beradat. Terlebih 

kerangka belekang melonjaknya 

permasalahan pedofilia merupakan sebab 

alibi ekonomi. 

Modus operandi yang dicoba 

pedofil buat memerangkap korbannya 

berbagai macam. Terdapat yang bertopeng 

mencintai kanak- kanak dengan iming- 

iming modul yang akhirnya memohon 

jawaban jasa intim, bagus dengan cara 

lembut ataupun desakan. Terdapat yang 

bertopeng selaku pengajar dengan arti 

membagikan ilmu ataupun keahlian pada 

korban. Terdapat yang bertopeng selaku 

pekerja social yang mengangkut anak 

selaku salah satu anak asuhnya serta 

terdapat pula yang dilatarbelakangi dengan 

tujuan mengamalkan anutan ilmu gelap. 

Perbuatan kejahatan pedofilia 

sungguh merugikan korban serta warga 

besar. kesengsaraan korban dampak 

tindakan kalangan pedofilia tidak berbentuk 

beban raga saja, namun pula mengidap 

dengan cara intelektual ataupun psikologis. 

Oleh sebab itu korban menginginkan atensi 

serta proteksi hukum. Hukum di Indonesia 

yang memerangkap pelakon praktek 

pedofilia bukanlah sungguh- sungguh. 

Alhasil ganjaran untuk kalangan pedofil 
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tidak setimpal dengan apa yang sudah 

diperbuat serta efek hancurnya era depan 

para korban. 

Tidak hanya itu proteksi dari 

warga untuk korban pedofil pula amat 

kurang. Atensi warga spesialnya dalam 

kondisi kanak- kanak, pada era saat ini ini 

lebih terencana pada sikap anak yang 

melanggar ketentuan hukum, sikap 

kejahatan yang dicoba oleh anak. Namun 

berhubungan dengan permasalahan kanak- 

kanak yang yang jadi korban, spesialnya 

buat permasalahan kekerasan intim tidak 

sering sekali menemukan atensi. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis 

tertarik mengkaji dan meneliti lebih dalam 

mengenai : “Analisis Yuridis 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Korban Tindak Pidana Pedofilia (Studi 

Kasus di Wilayah Hukum Polres Deli 

Serdang)”. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pedofilia berawal dari bahasa 

Yunani, terdiri dari dua kaum tutur, pedo 

berarti anak serta phile berarti desakan 

yang kokoh ataupun cinta. Pedofilia 

merupakan keanehan intim berbentuk 

ambisi atau khayalan dorongan intim yang 

mengaitkan anak dibawah baya. Pengidap 

pedofilia mempunyai sikap intim yang 

menyimpang dimana memilah kanak- 

kanak dibawah baya selaku obyek untuk 

pelampiasan keinginan seksualnya. Para 

pelakon pedofilia kerapkali menunjukkan 

ketidakmampuan berkaitan dengan sesama 

berusia alhasil mencari anakanak selaku 

pelampiasannya. 

Mayoritas pengidap pedofilia 

merupakan korban pelecehan intim pada 

era kanak- kanaknya. Jadi dengan tutur lain 

pedofilia merupakan sikap seks yang 

menyimpang yang memicu dengan cara 

intim, ataupun sikap yang kesekian serta 

kokoh berbentuk kegiatan intim dengan 

anak. 

Pedofilia sedang kerap 

dikacaukan pengertiannya, terdapat 

tidaknya faktor kekerasan raga sedang 

kerap dijadikan patokan buat 

mengkategorikan perbuatan pelecehan 

intim kepada anak selaku wujud kesalahan 

ataupun tidak. Pelecehan intim kepada anak 

sendiri sedang mengarah disempitkan 

maksudnya, terbatas pada wujud kontak 

intim dengan memungkiri wujud pelecehan 

nonkontak intim, semacam exhibitionism 

serta pornografi. 

Terdapat tidaknya faktor desakan 

sesungguhnya tidak penting dalam 

permasalahan kesalahan intim kepada anak 

sebab terdapatnya kesenjangan uraian 

mengenai seks antara orang berusia serta 

kanak- kanak. Semacam yang dikemukakan 

oleh Gunter Schmidt(2002) dalam 

postingan The Dilemma Of The Male 

Pedophile ialah, wujud akal busuk genital 

yang dicoba kanak- kanak, walaupun 

menyebabkan orgasme, tidak dapat kontan 

disamakan dengan wujud coli yang dicoba 

orang berusia. 

 Keluguan serta rasa mau ketahui 

yang kokoh kepada kehidupan seksualitas 

yang jadi karakteristik khas kanak- kanak 

inilah yang digunakan pelakon pedofilia 

(pedophile) buat memerangkap korbannya. 

Sebab itu, dalam permasalahan pedofilia, 

penekanannya lebih pada wujud 

pemanfaatan serta akal busuk yang timbul 

selaku dampak ketidak seimbangan power 

(imbalance of power) antara pelakon serta 

kanak- kanak yang jadi korbannya. 

Ada beberapa macam bentuk pedofilia, 

antara lain: 

1. Pedofilia Jenis Khusus( Fixated) 

Ialah seorang yang cuma terpikat 

pada kanak- kanak kecil, serta tidak 

memiliki rasa ketertarikan pada 

orang berusia. Pelakon mayoritas 

pria berusia yang mengarah 

menggemari anak pria. 

2. Pedofilia Jenis Non Khusus( 

Regressed)  

Ialah seorang tidak cuma terpikat 

pada anak kecil namun pula pada 

orang berusia. Biasanya pelakon 

merupakan pria berusia yang telah 

menikah, namun senantiasa 

mempunyai ketertarikan pada anak 

wanita berumur 8 hingga 10 tahun. 
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3. Cross sex Pedofilia  

Ialah seseorang pria yang senang 

memegang dengan cara intim anak 

wanita. Biasanya pelakon jadi 

sahabat anak wanita, serta setelah 

itu dengan cara berangsur- angsur 

mengaitkan anak dalam ikatan 

intim, serta karakternya tidak 

memforsir. Umumnya pelakon 

cuma mencumbu anak, serta bisa 

jadi melaksanakan eksitasi oral, 

namun tidak sering bersetubuh. 

4. Same sex Pedofilia  

Ialah seorang yang lebih senang 

melaksanakan kegiatan intim 

dengan anak anak sesama tipe serta 

mereka tidak melaksanakan ikatan 

intim dengan orang berusia yang 

bertentangan tipe. Kegiatan intim 

yang lazim dicoba berbentuk 

mencoba- coba badan anak, coli, 

eksitasi oraloleh anak pria serta seks 

anal dimana laki- laki yang 

berfungsi aktif. 

5. Pedofilia Wanita.  

Pedofilia lebih banyak dicoba oleh 

pria, tetapi begitu wanita pula dapat 

menderita pedofilia, walaupun 

perihal ini tidak sering dikabarkan. 

Perihal itu bisa jadi diakibatkan 

sebab watak perempuan yang 

kewanitaan serta anak pria tidak 

menyangka perihal ini selaku suatu 

yang karakternya minus, alhasil 

permasalahan pedofil wanita tidak 

sering dikabarkan. 

 

3. METODE PENELITIAN  
Mangulas kasus yang sudah 

diformulasikan dan dibatasi begitu juga itu 

diatas, hingga dalam metode kategorisasi 

serta penanganan periset dalam riset ini, 

hendak dipergunakan tata cara serta metode 

riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset 

yang dicoba merupakan riset empiris 

ataupun sosiologis riset lapangan (file 

research). Watak riset dalam riset ini 

merupakan bertabiat deskriptif analitis yang 

bermaksud buat melukiskan, 

mengiventarisasikan serta menganalisa 

teori- teori serta peraturan yang berkaitan 

dengan kasus dalam riset ini. Hingga tata 

cara riset hukum yang dipakai dalam 

kategorisasi riset ini dicoba dengan 

pendekatan kualitatif. Tipe informasi yang 

dipakai dalam riset ini merupakan 

informasi pokok serta informasi skunder. 

Informasi pokok yang didapat langsung 

dari Riset Di Area Hukum Polres Deli 

Serdang serta informasi inferior yang 

didapat materi hukum pokok: ialah Buku 

Hukum Hukum Kejahatan (KUHP), 

Hukum (UU) Nomor. 35 Tahun 2014 

Pergantian atas Hukum No 23 Tahun 2002 

Mengenai Proteksi Anak, Buku Undang 

Undang Hukum Kegiatan Kejahatan, 

Undang Undang Republik Indonesia No 11 

Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan 

Kejahatan Anak. Materi hukum inferior: 

ialah materi- materi hukum yang didapat 

bukubuku pustaka serta laporan- laporan 

hasil riset hukum yang terdapat 

hubungannya dengan permasalahan yang 

diawasi serta materi hukum tersier ialah 

materi hukum yang aksesoris karakternya 

membagikan petunjuk ataupun uraian 

bonus kepada materi hukum pokok serta 

materi hukum inferior. Materi hukum 

tersier ini ada dalam riset misalnya kamus 

hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta 

lain serupanya. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Modus Operandi Pelaku Tindak 

Pidana Pedofilia Anak Di Wilayah 

Hukum Polres Deli Serdang 

Saat sebelum diulas mengenai 

modus perbuatan kejahatan pedofilia anak 

di Kabupaten Deli Serdang, hingga terlebih 

dulu dipaparkan hendak menguraikan 

informasi hal perbuatan kejahatan pedofilia 

atau prostitusi anak yang terjalin di 

Kabupaten Deli Serdang yang didapat 

dengan metode riset langsung ke alun- 

alun. Untuk mendapatkan informasi, dicoba 

riset di Polres Deli Serdang Spesialnya 

Bagian Proteksi Wanita serta Anak. Dari 

informasi yang didapat, hingga bisa dikenal 

apa- apa saja yang jadi modus operandi 

terbentuknya perbuatan kejahatan prostitusi 
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anak bersumber pada informasi perbuatan 

kejahatan prostitusi anak tahun 2018- 2020. 

Dimana dalam kurun durasi itu, perbuatan 

kejahatan prostitusi hadapi penyusutan. 

1. Modus Pertama 

Pelakon melaksanakan perbuatan kejahatan 

prostitusi kepada anak dengan metode 

pelakon mengajak berteman dengan anak 

yang hendak jadi korbannya, pelakon 

menawarkan suatu semacam 

mengantarkannya kembali atau 

menjanjikan suatu. Sehabis korban 

menyambut ijab itu pelakon setelah itu 

melaksanakan prostitusi. 

2. Modus Kedua 

Pelakon melaksanakan perbuatan kejahatan 

prostitusi kepada anak dengan metode 

ataupun modus membagikan minuman 

yang dimana minuman itu sudah 

digabungkan obat yang membuat anak jadi 

tidur ataupun pingsan. Obatobatan itu 

dengan gampang diperoleh di apotik tanpa 

membutuhkan formula dokter yang antara 

lain semacam CTM( Chlorpheniramin) 

ataupun Diazepam serta obat bius yang lain 

yang bisa memunculkan rasa kantuk yang 

kokoh. Sehabis korbannya tidak sadarkan 

diri setelah itu pelakon melaksanakan 

prostitusi. 

3. Modus Ketiga 

Pelakon melaksanakan prostitusi kepada 

anak dengan metode pelakon memiliki jiwa 

yang dekat dengan kanak- kanak ataupun 

yang kerap terletak di area kanak- kanak, 

mengajak main atau berdialog dengan 

anakkemudian mengajaknya ke sesuatu 

tempat dengan pemikat hendak diserahkan 

beberapa duit ataupun hadiah, sehabis anak 

itu menyepakati bujukan pelakon, pelakon 

setelah itu melaksanakan prostitusi. 

4. Modus Keempat 

Modus pelaksana prostitusi yang 

menghasilkan anak selaku subjek 

perkosaannya dengan metode berasal dari 

alat elektronik berbentuk jejaring sosial 

semacam yahoo, facebook, instagram serta 

lain- lain yang dimana umur seseorang 

anak telah bisa mengenali serta 

mengenakan perkembangan teknologi itu. 

Sehabis pelakon berbicara ataupun dengan 

sebutan lain chat dengan korbannya anak, 

setelah itu anak itu dibawa berjumpa 

dengan pelakon serta sehabis pelakon 

berjumpa dengan anak yang hendak jadi 

objeknya, setelah itu pelakon menggiring 

anak itu ke sesuatu tempat buat 

melaksanakan hasrat kejam pelakon ialah 

prostitusi. 

5. Modus Kelima 

Pelakon melaksanakan prostitusi kepada 

anak di dasar baya dengan modus ataupun 

metode menculik anak yang hendak jadi 

subjek pencabulannya serta membawanya 

ke sesuatu tempat setelah itu pelakon 

melakukan hasrat jahatnya ialah makan 

anak itu. 

6. Modus Keenam 

Pelaku melakukan pencabulan terhadap 

anak dengan modus atau cara, pelaku 

menghipnotis atau membuat anak tersebut 

tidak sadar dengan pengaruh kekuatan alam 

bawah sadar yang dibuat oleh pelaku 

sehingga apa yang pelaku katakan, anak 

atau korbannya akan selalu menuruti 

perkataannya, lalu pelaku melakukan niat 

jahatnya dengan mencabuli anak atau 

korbannya. 

7. Modus Ketujuh 

Pelakon melaksanakan prostitusi 

kepada anak dengan metode ataupun 

modus kekerasan serta bahaya kekerasan 

kepada anak ataupun korbannya alhasil 

anak itu jadi khawatir, serta pelakon leluasa 

melaksanakan prostitusi kepada korbannya. 

Modus- modus operandi 

prostitusi kepada anak di atas merupakan 

beberapa modus operandi ataupun metode 

yang dipakai oleh pelakon perbuatan 

kejahatan prostitusi untuk menggapai 

kebahagiaan seksualnya yang dilampiaskan 

pada kanak- kanak. Bersumber pada 

informasi hasil riset yang didapat lewat 

tanya jawab dengan interogator di Polres 

Deli Serdang Bagian Proteksi Wanita serta 

Anak, dari sebesar 64 permasalahan 

prostitusi anak dari tahun 2018 hingga 

dengan tahun 2020, setelah itu periset 

mengutip 3 (tiga) bagian ilustrasi 

permasalahan prostitusi buat diawasi 

modus operandi yang dicoba oleh pelakon 
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ialah satu ilustrasi permasalahan yang 

sudah berakhir ditangani, satu ilustrasi 

permasalahan prostitusi terkini dengan 

usaha penanganan non- penal( diversi) serta 

satu ilustrasi permasalahan yang lagi 

diproses. 

Adapun hasil penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Masdianto( Terdakwa), umur 45 tahun, 

1. profesi wirausaha, tujuan Dusun 

Tanjung Agung Desa Rahayu II 

Kecamatan Pagar Merbau 

Kabupaten Deli Serdang, 

melaksanakan perbuatan kejahatan 

prostitusi kepada Tiwi Orang suci 

Daniko, umur 11 tahun, tujuan 

Dusun Tanjung Agung Desa 

Rahayu II Kecamatan Pagar Merbau 

Kabupaten Deli Serdang dengan 

modus operandi pelakon mengecam 

serta bahaya kekerasan pada 

korban. 

2. Maniwan( Terdakwa), umur 45 

tahun, profesi wirausaha, tujuan 

Desa II Jalur Batang Tes Dusun 

Tersumbat Bandimar Kecamatan 

Tanjung Morawa Kabupaten Deli 

Serdang, melaksanakan perbuatan 

kejahatan prostitusi kepada 

Adiratna Ekstrak, umur 14 tahun, 

tujuan Desa II Jalur Batang Tes 

Dusun Tersumbat Bandimar 

Kecamatan Tanjung Morawa 

Kabupaten Deli Serdang dengan 

modus operandi pelakon ajak 

korban ke sesuatu tempat dengan 

iming- iming hadiah serta setelah 

itu pelakon melaksanakan aksi 

prostitusi. 

3. Yesnel Matthew Sinaga( tersangka), 

baya 17 tahun, anak didik, tujuan 

Rute Batang Uji Simpang Asli 

Kelambir Kecamatan Batang Uji 

Kabupaten Deli Serdang, 

melakukan aksi kesalahan pelacuran 

pada Wanita Menawan Wulandari, 

baya 14 tahun, tujuan Dusun III 

Desa Seno Kecamatan Batang Uji 

Kabupaten Deli Serdang dengan 

modus operandi pelakon bersahabat 

melalui perlengkapan jejaring social 

sehabis itu mengajak berjumpa dan 

melakukan menyedapkan hati 

melezatkan batin walhasil akhirnya 

pelakon dapat melakukan kelakuan 

pelacuran. 

Bersumber pada penjelasan 

informasi di atas, hingga bisa diamati kalau 

modus operandi yang biasa dipakai pelakon 

dalam melaksanakan perbuatan kejahatan 

prostitusi kepada korbannya ialah 

melaksanakan pemaksaan diiringi dengan 

bahaya, menjanjikan korban hendak suatu 

hadiah ataupun berbentuk akad, serta 

dengan metode berteman setelah itu 

melaksanakan rayu menyedapkan hati 

kepada korbannya. 

B. Upaya Penanggulangan Tindak 

Pidana Pedofilia Anak di Wilayah 

Hukum Polres Deli Serdang 

Bersumber pada hasil riset yang 

didapat lewat metode tanya jawab dengan 

informan di Bagian PPA Polres Deli 

Serdang mengenai usaha penyelesaian 

perbuatan kejahatan prostitusi anak di 

Kabupaten Deli Serdang. 

1. Tindakan Preventif 

a. Individu 

Wajib dicoba oleh tiap orang 

merupakan berupaya buat lalu berupaya 

supaya tidak jadi korban kesalahan 

spesialnya prostitusi, salah satunya 

merupakan tidak membagikan peluang 

ataupun ruang pada tiap orang ataupun tiap 

orang buat melaksanakan kesalahan. Salah 

satunya ialah dengan: 

(1) Menghindari pakaian yang dapat 

menimbulkan rangsangan seksual 

terhadap lawan jenis.; 

(2) Tidak tidur bersama dengan anggota 

keluarga yang berlainan jenis yang 

telah dewasa. 

 

b. Masyarakat 

Kehidupan warga merupakan 

sesuatu komunitas orang yang mempunyai 

karakter yang berbeda- beda satu serupa 

yang lain, alhasil kehidupan warga ialah 

salah satu perihal yang berarti dimana 
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memastikan bisa ataupun tidaknya sesuatu 

kesalahan dicoba. Dalam kehidupan 

bermasyarakat butuh terdapatnya pola 

hidup yang nyaman serta tentram alhasil 

tidak ada ruang buat terbentuknya 

kesalahan, spesialnya kesalahan di aspek 

amoral paling utama prostitusi kepada 

anak. Penangkalan kepada kesalahan 

amoral yang ialah sesuatu upaya bersama 

yang wajib diawali secepat bisa jadi pada 

tiap badan warga. 

Ada pula usaha- usaha yang 

dicoba oleh warga buat menghindari ialah 

dengan jalur melangsungkan kegiatan 

persahabatan antara badan warga yang diisi 

dengan ceramah- ceramah yang dibawakan 

oleh figur warga di area tempat bermukim. 

c. Usaha yang Dilakukan Oleh 

Pemerintah 

Usaha penanggulangan kejahatan asusila 

pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga 

tidak lepas dari hal ini, mengingat 

pemerintah Kabupaten Deli Serdang 

merupakan salah satu wilayah kabupaten 

yang terbesar. Banyak hal yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya 

penanggulangan kejahatan asusila terutama 

pencabulan, di antaranya: 

(1) Melangsungkan Konseling Hukum. 

Usaha konseling hukum amatlah 

berarti dicoba, mengenang kalau pada 

biasanya pelakon kesalahan, spesialnya 

perbuatan kejahatan prostitusi anak 

merupakan tingkatan pemahaman 

ketetapannya sedang relatif kecil, 

alhasil dengan terdapatnya aktivitas 

konseling ini diharapkan mereka bisa 

menguasai serta mengetahui, kalau 

perbuatan kejahatan prostitusi anak itu 

ialah aksi melanggar hukum dan 

mudarat warga, yang diancam dengan 

hukum. 

(2) Melangsungkan Konseling Keimanan. 

Agama ialah petunjuk untuk pemeluk 

orang buat menemukan keselamatan 

hidup di bumi serta alam baka. Lewat 

konseling keimanan diharapkan 

keagamaan seorang kepada agama 

kepercayaannya terus menjadi kuat, 

dan diimplementasikan dalam sikap 

seharihari di dalam warga, dan buat 

melaksanakan kesalahan menyangkut 

perbuatan kejahatan amoral paling 

utama perbuatan kejahatan prostitusi 

bisa dialihkan pada keadaan yang 

positif. 

d. Kepolisian 

Kepolisian selaku salah satu 

lembaga penegak hukum, pula memandang 

andil yang amat berarti untuk terwujudnya 

kehidupan yang nyaman serta tentram. 

Upaya yang dicoba Polres Kabupaten Deli 

Serdang dalam usaha penyelesaian 

perbuatan kejahatan prostitusi anak di 

antara lain merupakan melaksanakan 

langlang atau razia teratur buat tingkatkan 

atmosfer kamtibmas dalam kehidupan 

warga, tidak hanya itu kepolisian pula 

dengan cara teratur membagikan konseling 

hukum pada warga dibantu badan terpaut. 

Tidak hanya itu petugas kepolisian dalam 

melaksanakan langlang diharapkan 

sanggup membuat komunikasi yang bagus 

dengan warga alhasil terwujud ikatan yang 

serasi antara polisi dengan warga yang 

esoknya hendak melahirkan kerjasama 

yang bagus di antara keduanya. 

2. Tindakan Represif 

Tidak hanya aksi melindungi 

yang bisa dicoba oleh kepolisian 

Kabupaten Deli Serdang, pula bisa dicoba 

aksi represif yang dicoba wajib cocok 

metode yang sudah diresmikan serta atas 

perintah pimpinan paling tinggi kepolisian 

itu. Aksi itu wajib menemukan perintah 

dari pimpinan disebabkan bila terjalin 

kekeliruan metode serta lain serupanya 

yang menyebabkan kehilangan untuk 

pelakon atau warga, perihal itu jadi 

tanggung jawab pimpinan. 

Alhasil petugas yang bertugas di 

alun- alun dalam melaksanakan aksi tidak 

sekehendak hati. Aksi terebut bisa 

berbentuk pelumpuhan kepada pelakon, 

melaksanakan penahanan, pelacakan, 

investigasi serta lain serupanya. Sedangkan 

untuk pihak kejaksaan merupakan 

melanjutkan investigasi dari kepolisian 

serta melaksanakan penuntutan dihadapan 

badan juri majelis hukum negara. 
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Sedangkan di pihak juri merupakan 

pemberian kejahatan maksimum pada 

pelakon diharapkan supaya pelakon serta 

calon pelakon memikirkan balik buat 

melaksanakan serta jadi khawatir serta 

kapok buat mengulangi balik. Sedangkan 

untuk pihak Badan Permasyarakatan 

membagikan pembinaan kepada tahanan 

yang terletak di Badan Permasyarakatan 

berbentuk pembinaan psikologis agama, 

konseling hukum dan bermacam berbagai 

keahlian. 

Bermacam permasalahan 

prostitusi anak yang terjalin di kabupaten 

Deli Serdang yang beragam wujud serta 

modus operandinya semacam dirayu, 

diancam, dituntut, ditipu serta lain 

serupanya, para pelakon prostitusi itu bagi 

Bagian Proteksi Wanita serta Anak Polres 

Deli Serdang pada umumnya dijatuhi 

ganjaran bui dekat 3 hingga 5 tahun. 

Kemampuan ganjaran bui itu 

apakah cocok dengan aksi yang dicoba oleh 

para pelakon prostitusi anak, ini jadi 

sesuatu polemic digolongan masyakarat, 

hendak namun penjatuhan ganjaran untuk 

pelakon itu terkait pada cara ketetapannya. 

Badan juri dalam menjatuhkan ganjaran 

untuk para pelakon didasarkan pada 

pembuktian serta agama dari juri dan 

dengan keadaan yang membebankan serta 

keadaan yang memudahkan, keadaan ini 

yang hendak jadi dorong ukur dari berat 

entengnya ganjaran untuk pelakon. 

Hematnya kalau usaha penguatan 

hukum kepada perbuatan kejahatan 

prostitusi anak di kabupaten Deli Serdang 

telah maksimal. Perihal itu bisa nampak 

dari sikap serta aksi penegak hukum 

kejahatan dengan cara penerangan 

penjatahan kewajiban serta wewenang 

antara petugas penegak hukum kegiatan 

kejahatan dengan cara instansional serta 

sistem peradilan kejahatan yang menata 

gimana penguatan hukum kejahatan kepada 

perbuatan kejahatan pedofilia anak dijalani 

dengan usaha penguatan hukum perbuatan 

kejahatan pedofilia anak bagus dengan cara 

usaha melindungi serta usaha represif. 

 

5. SIMPULAN 

a. Modus operandi perbuatan kejahatan 

pedofilia kepada anak di area hukum 

Polres Deli Serdang yang dipakai oleh 

pelakon dengan cara biasa ialah 

melaksanakan pemaksaan diiringi 

dengan bahaya kekerasan, 

mengimingimingi korban hendak suatu 

ataupun hadiah ataupun janji- janji, 

setelah itu lewat rayu menyedapkan hati 

atau kecoh muslihat. 

b. Usaha penyelesaian perbuatan kejahatan 

pedofilia kepada anak di area hukum 

Polres Deli Serdang dicoba dengan aksi 

melindungi serta aksi represif oleh para 

petugas penegak hokum berbentuk 

penjatuhan ataupun aplikasi ganjaran 

kejahatan pada pelakon perbuatan 

kejahatan pedofilia anak yang dicoba 

oleh pihak kepolisian, kejaksaan, majelis 

hukum serta badan permasyarakatan. 

Pula usaha penyelesaian dicoba oleh 

penguasa dalam membagikan konseling 

hukum serta usaha yang dicoba oleh 

warga dengan tingkatkan persahabatan 

buat menutup ruang aksi Pelakon 

perbuatan kejahatan pedofilia. 
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